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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A
ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
menetapkan Peraturan  Walikota Magelang
tentang Pedoman Pengelolaarr Keuangan Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DgRD
serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Kota Magelang

perlu

Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Daerah—daerah  Kota Kecil dalam
Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Undang-Undang
pembentukan  L*
Lingkungan Propins!
RS 2003 tentang
ahun

Undang—Uﬂd";'\lng agom(()[erigar:n Negara Republik
Keuangan ; hueg 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Indonesilfepjblik Indonesia Nomor 4286);

Regar 3. Undang-Undang . ..



_2_

Undang -
"9 = Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Rakyat, Dewa PRTELER Bakyat, Dewan Perwakilan
Perwakilan Rakya: Dpemak”an Daerah dan Dewan
Indonesia Tah 2erah (Lembaran Negara Republik

un 2009 Nomor 123, T
» Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undan_g = Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerlnFahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun .200_4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwaki|ap Rakyat Daerah I\SLembagjOn
Negara Republik Indonesia Tahun zogﬁk ?n:jzrnesé
Tambahan Lembaran Negara Repg ik In .

4416) sebagaimand telah diubah dua kali
l??kc;lrir dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun

lik Indonesia Tahun
n Negara Repub _
2082 réL;n;E;rg Tambahan Lembaran Negara Republik
20 0 '

Indonesia Nomor 4659);

8. Peraturan.....csvsesaennes,



10.

11

12.

13.

-3-

Peraturan Pemeri
nntah No
Pengelolaan Keyg mor 58 Tahun 2005 tentang

ngan
Republik Indones; 9an Daerah  (Lembaran Negara

a Tahun 2005 Nom
7 or 140, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Daeran Tahun 2005
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daeran Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tf::hun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200(;
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan I'\[I)'ae;a'
sebagaimana telan diubah dengan Peratur;n ! ::a in
Dalam Negeri Nomor 59 Tr:_lhun 200 .; g

han Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pgru?raahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
1

Keuangan Daerah;

14. Peraturan..........



Menetapkan

14,

15.

16

e e e e ST

Peraturan Menter;
eri Da| .
tentang Pengawasan pergt . OO 53 Tahun 2007

n
Kepala Daerah; Peraturan Daerah dan Peraturan

Pe .
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

EE:(:?:E Il;‘engelompokan Kemampuan Keuangan
Penggu,naanerégéang‘garan dan  Pertanggungjawaban
iy .Ian]a Penunjang Operasional Pimpinan

wan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magel

3

Dewan Perwakilan Rakyat

ang

Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

DPRD Kota Magelang.

4, Pimpinan............




10.

(1)

(2)

-5.

pimpinan DPRD adalah Ketua DPRp g, wakil-wakil Ketua DPR
ua DPRD.
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmi
m .
anggota DPRD dan telah mengucapkan Isltjamnpgﬁan/ggpta?""ya selagH
ketentuan peraturan per”“dang-undangan Janji berdasarkan

Tunjangan Komunikasi Intensif yang selani isi

Jong, ierikan kepacs Pimpian gonambacy? SSigat T adaeh g
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Angg?tg Dg:?a[r)] caam
Belanja Penunjang Operasional Pim
BPO Pimpinan DPRD adalah dang
setiap bulan untuk menunjang kegi
representasi pelayanan dan kebutu
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

pinan l?PRD yang selanjutnya disebut
yang disediakan bagi Pimpinan DPRD
atan Operasional yang berkaitan dengan
han lain guna melancarkan pelaksanaan

Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/ klaster suatu
daerah l_Jntuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan pada setiap kiaster.

Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan Daerah yang telah
Poneritun Kelompak SRR, Pemeri%tah Daerah (TPAD) dari

diperhi Tim Anggaran ! o Gai

Pgnégg:tg%kaSmgﬁhDaerah setelah dikurang! dengat i e e
Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daergg gageggloer-\ (Pdelja lrLaJt L?S sl
Keuangan Daerah di bavieh Ko 2 ﬁgn 'Keu.anga'n Daerah Kota Magelang

maka ditetapkan untuk kemampudt S
Tahun Anggapran 2011 dengan kategon Kelompok Re

Daerah Kelompok Rendah
D ampuan Keuangan gl REridal
Dengan penetapen KeTaP L (1) ke dane a8 S L
Belanja Operasional pimpinan | PRD ddls:dsgyat(l).
Keuangan Daerah sebagaimand dimaksud P



(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

-.6__

BAB 111
Pasal 3

gesaran TKI bagi Pimpinan dan Ang

A ; gota D :
masing-masing sebesar 1 (saty) ka ”angpsgpsgst: ':'aagelang setiap bulan
sebesar 1 X Rp  2.100.000.,- ntasi Ketua DPRD atau

rupiah) = Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu
TKI sebagaimana dimaksud :
canggal 1 Januari 2011, pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai

Pasal 4

Besaran BPO Pimpinan DPRD Kota Magelang seti isedi

sebesar 2 (dua) kali Uang Representasgi Ket?la eésngtgﬁgnsésaid?ksg ?5123

seperdua) kali Jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau

sebesar Rp 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

2 x Uang Representasi Ketua = 2 x Rp. 2.100.000,- Rp  4.200.000,-

1 2 x Jumlah Uang Reprentasi seluruh Wakil

Ketua = 1 %2 x Rp 1.680.000 x 2 orang Rp _ 5.040.000,-
Rp  9.240.000,-

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

BAB IV
PENGANGGARAN TKI DAN BPO
Pasal 5

i Pimoi dianggarkan dalam
TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dr:

Pos DPgRD y:ng diformulasikan ke da[am Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Penganggaran TKI Pimpinan dan Anggota DPRD sebag;iT:na drilmaks§d
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelanja 'ﬁdal 'ng:ungrir;/'lgag
diuraikan kedalam Jenis Beianja Pegawal Obyﬁ,'-( Ei?aenang)abyei Belanja
Lainnya Pimpinan dan Anggotd DR Sirrfa otanE)PRD.

Penunjang Komunikasi Intensif pimpinan dan Angg

Pasal 6

Gekretariat DPRD yang

' am Pos
BPO Pimpinan DPRD dianggarkan dal st S Kets

ig dan
diformulasikan kedalam Rencana Kera
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD:
(2) Penganggaran..........




(1)

2

2)

: _ ja Tidak
jenis Belanja Pegawai, Obyek BelanjaLaI:]e?ns

obyek Belanja Penunjang Operasional pi
secara kolektif. al Pimp

'unjang Operasional, Rincian
INan DPRD dan dianggarkan

BAB YV
PENCAIRAN TKI DAN BPO
Pasal 7

pencairan TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan

pembayaran secara  Langsung (LS) melalui Bendah
Sekretariat DPRD. ahara Pengeluaran

Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk TKI bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut:

a. Daftar Penerimaan TKI

Kwitansi Dinas (A 2)

Setoran Pajak PPh 21

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

(SP2D-LS)

mpao0g

Pasal 8

Pencairan BPO Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara
Beban Tetap/ langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat
DPRD.

Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk BPO Pimpinan DPRD,
menggunakan dokumen sebagai berikut: .

K%\?intansi / Tanda Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
Kwitansi Dinas (A 2) : itk D

Pakta Integritas yang ditandatangani oéer‘tl].&r;pman DPR

Surat Perintah Membayar Langsungé;an-a

Surat Pernyataan Tanggung ;av::tb perintJah pencairan Dana Langsung
Surat Perintah Penerbitan SU

(SP2D-LS)

mo a0 oW

(3) Pengajuan............



' Pencairan Dana B
3) Pengajuan PO untuk py| , _
: sepanjang  PeNggunaan  dang yar?gr; ber;ku“dt“‘\:a dapat dilaksanakan
dipertanggung]awabkan. d diterima  telah

Pasal 9

pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan An
1K1 dibebankan kepada yang bersangkutan
perun(_1ang-undangan di bidang perpajakan.

ggot§ DPRD atas penerimaan dari
Sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB VI
PERTANGGUNGJIAWABAN TKI DAN PENGGUNAAN BPO
Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta BPO
Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat
Pengelola Keuangan (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
bersamaan dengan penyampaian SP) Sekretariat DPRD pada saat
pengajuan permintaan Uang Persediaan.

(2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD
dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dgngan
Rincian Penggunaan BPO Kegiatan Pimpinan DPRD yang memuat Kegiatan,
Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang ditandatangani

Pimpinan DPRD.

Pasal 11

BPO Pimpinan DPRD dipergunakan untuk: e _
3. representasi, anpt:ra lain  menyampaikan berbagai informasi dan

i syarakat, melaksanakan dan
permasalahan yang ada di ma .
memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;

transportasi;
b ; ayanan keamanan dan
pelayanan, antara lain untuk pel Z mengikuti upacara kenegaraan, upacara

¢ keb in, antara lain untu .
Derilritgl}]algg lar:r;;'iagadi daerah, pelantikan pejabat daiﬁ:;ahme:ranl;;ﬁzg
koordinasi dan konsultasi kepada tefalfn:r?j:;?h'jurr‘luszicara DIERD dan
d _tokoh masyarakal,
DZiﬁZri:: " b:r)\It(S;ntotepada masyarakat/ kelompok  masyarakat yang

sifatnya incidental.




Pasal 12

i RD selaku p
ekretaris DP : engguna  An -
,s,engemlaan BPO Kegiatan Pimpinan Dprpy, - Do n9dung jawab  atas

Pasal 13

palam hal BPO Kegiatan Pimpinan DPRp
Anggaran yang berkenaan terdapat dana
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah,

Sampai dengan berakhirnya Tahun
yang tidak habis terpakai, harus

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkandi ~ Magelang
pada fanggal 20 Oey

SIGIT WIDYORINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
It

AZIS AGUS SURYAIS(O

MOR 41
*ERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NO




